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Nomor   : SE- 0^ /KU/III/2017

Perihal    :  Penataan Aset dan Kelembagaan
              Sekretariat KORPRI

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

       Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa susunan kepengumsan KORPRI
kementerian/LPNK, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : seorang Ketua, beberapa
orang Wakil Ketua, dan Ketua Bidang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasai
22, ayat (4); Pasal 28, ayat (4), dan Pasal 32, ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

       'Dewan Pengurus KORPRI dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung
oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan struktural.
Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini merupakan
satuan perangkat daerah mandiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaannya bergabung/berintegrasi dengan
perangkat daerah yang bersesuaian, dalam bentuk bidang atau unit pelaksana teknis (UPT)
pada Badan Kepegawaian Daerah.

       Dengan adanya perubahan regulasi ini kelembagaan Korpri di daerah perlu luwes
untuk melakukan penyesuaian agar tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan
administrasi Dewan Pengurus KORPRI tetap dapat terlaksana dengan optimal.

       Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu disahkannya Peraturan
Pemerintah tentang Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

    a. Sekretaris   Dewan   Pengurus   KORPPJ   kementerian/LPNK,   provinsi,   dan
       kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian
       dan tidak mengalami perubahan nomenklatur, tetap melaksanakan tugas dan
       fungsinya. sebagaimana mestinya.

    b. Pada sekretariat Dewan Pengurus KORPRI provinsi dan kabupaten/kota yang
       bergabung dan menjadi bidang/UPT BKD, Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat



      mengangkat secara ex officio Kepala Biro yang membidangi kepegawaian atau
      Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

   c. Apabila angka l.a dan l.b di atas tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Dewan
      Pengurus KORPRI dapat mengangkat seorang pejabat pimpinan tinggi pratama
      sebagai Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.

   Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka l.b atau l.c ditetapkan dalam
   Keputusan Dewan Pengurus KORPRI yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus
   KORPRI yang bersangkutan.

2. Bendahara Dewan Pengurus KORPRI

   a. Dewan Pengurus Korpri pada semua tingkatan kepengurusan dapat mengangkat
      bendahara untuk pengelolaan keuangan non APBD/APBN.

   b. Pengangkatan bendahara ditetapkan dengan Keputusan. Dewan Pengurus KORPRI
      yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.

3. Pengelolaan Aset KORPRI dan Keuangan Non APBN/APBD

   a. Aset-aset yang dimiliki KORPRI agar tetap dipertahankan dan dikelola secara efisien,
      transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan anggota. Pengelolaan aset KORPRI
       dilaksanakan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
       pendanaan/keuangan/aset/  pengendalian   Dewan  Pengurus   KORPRI  yang
       bersangkutan..

   b. Anggaran/dana yang bersumber dari non APBN/APBD dipisahkan dari anggaran/
       dana yang berasal dari APBN/APBD.

   c, Pengelolaan asset dan anggaran/dana dipertanggungjawakan kepada anggota di
       dalam musyawarah KORPRI sesuai tingkatan.

       Demikian disampaikan untuk dipedomani dan atas perhatian Saudara disampaikan
terima kasih.
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Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri PAN dan RB selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
4.- Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
5. Menteri BUMN selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
6. Menteri Kabinet Kerja selaku Penasehat KORPRI Kementerian;
7. Kepala LPNK selaku Penasehat KORPRI LPNK;
8. Gubernur di seluruh Indonesia selaku Penasehat KORPRI Provinsi;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia seLaku Penasehat KORPRI Kabupaten/Kota.


